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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs, 

dalam membagi harta bersama yang berupa sebuah rumah adalah berlandasan 

dari rasa keadilan. Suami istri walaupun sama –sama punya andil dan ikut 

berpartisipasi dalam perolehan harta bersama tersebut namun istrilah yang 

lebih berhak mendapatkan bagian yang lebih besar dari suaminya atas harta 

bersama dikarnakan istri yang telah meneruskan cicilan rumah yang 

semuladibelidengansistemkredit yang 

dijadikanhartabersamaSetelahberakhirnyaperkawinan. Makatidaklahadiljika 

hakim memutuskansuamidanistritersebutmendapatkanbagiansama (50 : 50). 

2. Dalamhukum Islam 

hartabersamaselamadalamperkawinandikiyaskandengansyirkah, 

sedangkanmengenaipembagianhartabersamaketikaterjadiperceraianmenuruth

ukumislamdalamhaliniKompilasiHukum Islam telahdiaturdalampasal 97, 

yaitumasing-

masingsuamiistriberhakmendapatkanseperduadarihartabersamatersebut. Hal 

tersebutberdasarkanpadastandart yang normal-normal sajayaknisuami yang 

seharusnyamencukupisemuakebutuhanrumahtanggadanistri yang 
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menguruskeperluanrumahtanggasepertimemasak, mencuci, mengurusanak-

anakdan lain-lain .akantetapijikaseorangsuamiistritersebutsama-

samabekerjadiluarrumahdanpenghasilanistrilebihbesardarisuaminyabegitujug

apartisipasiistrilebihbesardalamperolehanhartabersamatersebut. Makaputusan 

No. 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs. pembagiannyaadalah 18,41 % untuksuamidan 

81, 58% untukistridenganpertimbangankarenaistrilah yang 

meneruskanpembayarancicilanrumah yang 

dijadikanhartabersamatersebutsetelahberakhirnyaperkawinanselama 72 

bulan, denganpembayaran 600 rbsetiapbulannya. 

PraktektersebuttidaksesuaidenganketentuanKompilasiHukum Islam pasal 97, 

akantetapi demi keadilanketentuanpasaldimaksuddapatdikesampingkan. 

 

B. Saran 

1. SaranKepadasemua hakim Peradilan Agama 

diharapkandalammemutuskansuatuperkara agar 

lebihmengutamakankeadilanwalaupunterjadiketidakselarasanantarakasus 

yang dihadapidenganperaturanperundang-undangan.  

2. Hakim 

dalammenyelesaikanperkaradiharuskanlebihseksamadalammenilaidanmenafsi

rkanundang-undangsertamemperhatikannilai-nilai yang 

hidupdalammasyarakat agar putusannyasesuaidengan rasa keadilan. 
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